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SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
I . PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sebanyak 9 program dan 57 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Sopir 
Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Meubeleur

Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Asset OPD

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Kegiatan :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Penatausahaan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Kegiatan :

Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat

Sosialisasi Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan :

Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa 

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

Penguatan Wawasan Bela Begara

Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan :

Dialog Politik bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat

Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Sosialisasi dan Pembinaan Ormas

Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik

Forkomkon Jajaran Kesbagpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar

Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Rapat Kerja Jajaran Kesbangpol Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat

Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan :

Penanganan Masalah Strategis Daerah 

Pengawasan Orang Asing

Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial

Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya

Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pengawasan dan Pencegahan Terorisme

Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pergantian Antar Waktu Anggot DPRD kabupaten/kota di Sumbar

Pengendalian Ketahanan Ekonomi dan Budaya

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.8.148.024.093 dan terealisasi sebesar Rp.7.837.304.271 (96,19%). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 14.000.000)

Output

: Kebutuhan surat menyurat Badan Kesbangpol yang terpenuhi sebanyak 

4.000 surat
Outcome

: Tersedianya jasa surat menyurat

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 13.921.600 (99,44%)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 142.000.000)

Output

: Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi Badan Kesbangpol yang terpenuhi 

selama 12 bulan

Outcome

:Tersedianya jasa kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik 
Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 129.226.731 (91%)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 141.500.000)

Output

: Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi sebanyak 5 

jenis ( AC 2 unit, kontruksi baliho 2 unit)

Outcome

: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.137.200.000 (96,97%)

Penyediaaan Alat Tulis Kantor

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 43.000.000)
Output

: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Badan Kesbangpol selama 12 bulan

Outcome

: Tersedianya alat tulis kantor 

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 42.993.232 (99,98%)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 37.792.000)

Output

: Tersedianya barang dan cetakan penggandaan  yang menunjang operasional 

kantor selama 12 bulan

Outcome

: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
 : Rp. 37.783.700 (99,98%)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 12.000.000)

Output

: Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Badan 

Kesbangpol yang terpenuhi selama 12 bulan

Outcome

: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 11.996.315 (99,97%)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 16.480.000)
Output

: Surat kabar lokal dan nasional yang tersedia sebanyak 9 jenis

Outcome

: Tersedianya bahan bacaan 

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.16.440.000 (99,75%)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 627.633.753)
Output

: Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang diikuti selama 

12 bulan

Outcome

: Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi  ke dalam dan luar daerah 

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
:Rp.626.363.571 (99,79%)

Penyediaan Makanan dan Minuman
Input

: Dana yang tersedia  (Rp.23.500.000)
Output

: Makan minum pertemuan/rapat yang diselenggarakan  selama 12  bulan 

Outcome

: Tersedianya makan minum rapat  

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 22.979.000 (97,78%)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 105.000.000)

Output

: Jasa kebersihan kantor Badan Kesbangpol yang terpenuhi selama 12 bulan

Outcome

: Terpeliharanya kebersihan kantor

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
 : Rp. 104.963.900 (99,97%)

Penyediaan Jasa tenaga Sopir 

Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 61.210.282)

Output

: Jasa sopir kantor yang terpenuhi selama 12 bulan

Outcome

: Tersedianya jasa sopir kantor

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 58.788.868 (96,04%)

Penyediaan Jasa pengaman Kantor


Input

: Dana yang tersedia (Rp. 154.174.388)

Output

: Pengamanan kantor yang terpenuhi selama 12 bulan

Outcome

: Tersedianya jasa pengaman kantor

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.150.216.500 (97,43%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Meubeleur

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 137.800.000)

Output

: Jumlah meubeleur yang dibeli sebanyak 8 unit meja biro,9 unit kursi dan 1 

unit lemari

Outcome

: Tersedianya kebutuhan meubeleur kantor

Realisasi Fisik:
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.136.400.000 (98,98%)

Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 142.800.000)

Output

: Komputer/laptop/printer yang dibeli  sebanyak 10 unit laptop dan 10 unit 

printer

Outcome

: Tersedianya komputer dan kelengkapannya

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 141.765.200 (99,28%)

Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 51.000.000)

Output

: Jenis alat studio/komunikasi dan informasi OPD yg dibeli sebanyak 1 paket 

orgen+sound system, 1 unit kamera, 1 unit handycame, 1 unit TV

Outcome
         
: Tersedianya alat studio/alat komunikasi dan alat informasi

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.48.900.000 (95,88%)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

Input 

: Dana yang tersedia  (Rp. 2.500.000)

Output

: Jenis alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang terpelihara 

  sebanyak 3 jenis

Outcome

: Terpeliharanya peralatan studio, komunikasi dan informasi

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.2.500.000 (100%)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Input     
  
 :Dana yang tersedia  (Rp.12.000.000)

Output                      :Gedung kantor yang terpelihara sebanyak 1 unit gedung

Outcome   
 :Terpeliharanya gedung kantor

Realisasi Fisik           : 100%

Realisasi Keuangan : Rp.11.840.000 (98,67%)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Input

: Dana yang tersedia  (Rp. 99.083.897)

Output

: Kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 6 unit selama 12 bulan

Outcome
         
: Terpeliharanya kendaraan dinas SKPD

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.11.840.000 (98,66%)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input

: Dana yang tersedia  (Rp.5.550.000)

Output 

: Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpeliharan sebanyak 16 unit

Outcome

: Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.5.550.000 (100%)

Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Input 

: Dana yang tersedia (Rp. 14.800.000)

Output                     : Komputer/laptop dan jaringan komputerisasi yang terpelihara sebanyak 27 

unit

Outcome
  
: Terpeliharanya komputer, notebook dan kelengkapan

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.14.800.000  (100%

Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian aset OPD

Input         
  
: Dana yang tersedia (Rp. 51.229.500)

Output                  
: Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa serta honorarium pengelola   

aset daerah

Outcome     
: Terkelolanya aset OPD dengan baik

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu 
: Rp. 51.229.500 (99,87%)

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Input 

: Dana yang tersedia (Rp. 530.000.000)

Output

: Kendaraan dinas yang dibeli sebanyak 1 unit

Outcome
           
: Tersedianya kendaraan dinas

Realisasi Fisik         
: 100%

Realisasi Keu 
: Rp. 509.927.250 (96,21%)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 35.000.000)
Output

: Pakaian batik tradisional sebanyak 50 stel
Outcome
        
: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Realisasi Fisik 
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.35.000.000 (100%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 72.208.000)
Output  

: PNS yang mengikuti bintek sebanyak 40 orang

Outcome
   
: Diikutinya bintek-bintek

Realisasi Fisik       
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.71.130.592 (98,95%)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 13.480.000) 

Output

: Dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 7 dokumen

Outcome
         
: Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Realisasi Fisik       
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 13.479.400 (99,99%)

Penatausahaan Keuangan SKPD

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 143.000.000)
Output

: KPA,PPTK, PA dan Pengelola Keuangan OPD lainnya sebanyak 24 orang

Outcome
   
: Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah 

Realisasi Fisik        
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 142.998.500 (99,99%)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 71.156.000)
Output

: LAKIP, LPPD, LKPJ dan dokumen pelaporan OPD lainnya sebanyak 4 dokumen

Outcome
   
: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan 

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.71.146.200 (99,99%)

 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat

 Input

: Dana yang tersedia (Rp. 366.383.500)

Output              
: Jumlah peserta kegiatan pengawasan dan pencegahan perbuatan maksiat, 

jumlah Perda dan Pergub Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 

dan Pendampingan Penyusunan Perda Maksiat

Outcome

: Terdatanya kasus maksiat dan tersusunnya Perda Fasilitas Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika 
Realisasi Fisik         
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.341.142.026 (93,11%)

Sosialisasi Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 157.500.000)

Output      
              : Terlaksananya sosialisasi Perda No 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Outcome
       
: Terwujudnya pemahaman aparatur/masyarakat tentang bahaya 

penyalahgunaan narkoba.

 Realisasi Fisik       
: 100%

 Realisasi Keu
: Rp. 148.026.500 (93,99%)

Program  Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 79.600.000)
Output                
:  Jumlah peserta sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa sebanyak 80 orang 

Outcome

: Mantapnya pemahaman ketahanan bangsa bagi siswa SLTA/generasi muda

Realisasi Fisik
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 77.532.394 (97,40%)

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 152.300.000)
Output    
     
: Jumlah pembinaan dan koordinasi kerukunan umat beragama di Sumbar 

  dan fasilitasi pembentukan FKUB di daerah sebanyak 10 kali rapat dan 19 

  Kab/kota

Outcome                 
: Meningkatnya kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi dan

  saling menghormati

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp. 134.192.200 (88,11%)

Penguatan Wawasan bela Negara 

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 362.750.000)

Output                     : Jumlah peserta penguatan wawasan bela negara sebanyak 70 orang (1 kali)

dan jumlah rapat tim fasilitasi dalam percepatan pembangunan monumen 

bela negara sebanyak 4  kali

Outcome                 : Meningkatnya pemahaman wawasan bela negara bagi SLTA/generasi muda 

dan terlaksananya pembangunan monumen bela negara

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp. 361.025.698 (99,52%)

Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 133.562.532)

Output                     : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pewarisan nilai-nilai

  luhur bangsa sebanyak 70 orang (1 kali)

Outcome               
: Meningkatnya pemahaman akan pentingnya nilai luhur bangsa bagi 

siswa/generasi muda

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.132.005.479 (98,83%)

Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 69.500.000)

Output             
: Jumlah peserta kegiatan penguatan forum pembauran kebangsaan sebanyak 

70 orang (1 kali) 
Outcome           
: Terjalinnya koordinasi tim pembauran kebangsaan dan meningkatnya 

pengetahuan dan wawasan anggota forum pembauan kebangsaan di Provinsi 

Sumatera Barat 
Realisasi Fisik       
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.65.489. 94,23%

 Pembinaan dan koordinasi Pemantapan Idiologi dan  Wawasan Kebangsaan

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 75.000.000)

Output                    
: Jumlah pembinaan dan pemantapan program kerja idiologi dan wasbang 

  Sebanyak 19 kali

Outcome                 : Meningkatnya pelaksanaan program bidang idiologi dan wasbang di kab/kota 
Realisasi Fisik        
: 100%

Realisasi Keuangan : Rp.72.578.350 (96,77%)

Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran kepercayaan Masyarakat

Input

: Dana yang tersedia (Rp.82.472.500)

Output                    
: Jumlah peserta sosialisasi penanganan organisasi aliran kepercayaan  

masyarakat sebanyak 60 orang (1 kali) dan monitoring perkembangan aliran 

kepercayaan di Sumbar di 19 kab/kota

Outcome               
: Diperolehnya data kelompok yg menjalankan ativitas keagamaan yang 

menyimpang 
Realisasi Fisik         
: 100%

Realisasi Keu
: Rp. 78.759.000 (95,49%)

Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 242.742.400)

Output      

: Jumlah peserta kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan sebanyak 80 

orang (1 kali) dan jumlah kegiatan seminar politik  empat konsensus 

kebangsaan sebanyak 1 kali (200 orang)

Outcome                 
: Meningkatnya pengetahuan KAN, Bundo Kanduang, Wali Nagari, BPRN dan 

Generasi Muda terhadap Wawasan kebangsaan

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
:Rp. 232.064.057 (95,60%)

 Pembangunan Karakter Bangsa Dalam  Upaya  Mendukung Revolusi Mental

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 150.000.000)

Output             
: Jumlah peserta kegiatan revolusi mental sebanyak 80 orang (1 kali),

peringatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental tingkat nasional sebanyak 1

kali

Outcome                 : Meningkatnya pemahaman ASN terhadap pembangunan karakter bangsa 

dalam upaya mendukung revolusi mental
Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.149.171.233 (99,45%)

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Dialog Politik bersama Partai Politik , Ormas dan Tokoh  Masyarakat

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 875.000.000)

Output       
: Jumlah peserta kegiatan dialog politik bersama partai politik, ormas, dan 

tokoh masyarakat, perempuan serta generasi muda sebanyak 1550 orang 

(10 kali)

Outcome         
: Meningkatnya pemahaman tentang etika,budaya dan kehidupan politik yang 

demokratis di Sumatera Barat 
Realisasi Fisik        
: 100%

Realisasi Keu 
: Rp.846.127.640 (96,70%)

Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Input

: Dana  yang tersedia (Rp. 125.000.000)

Output                     : Jumlah verifikasi pengelolaan bantuan keuangan partai politik sebanyak 24 

kali

Outcome                 
: Terealisasinya bantuan keuangan partai politik

Realisasi Fisik     
: 89%

Realisasi Keu
: Rp. 94.151.365 (75.32%)

Sosialisasi dan Pembinaan Ormas

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 75.800.000)
Output                     : Jumlah peserta sosialisasi peraturan bidang keormasan dan pembinaan 

ormas sebanyak 75 orang (1 kali) 
Outcome                : Meningkatnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan pembinaan 

terhadap keberadaan dan kegiatan ormas

Realisasi Fisik       
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.71.741.816 (94,65%)

Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 74.698.000)

Output                     : Jumlah peserta sosialisasi undang-undang dan peraturan bidang politik 

sebanyak 75 orang (1 kali)

Outcome                 : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur terkait undang-undang 

dan peraturan bidang politik

Realisasi Fisik        
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.72.748.550 (97,39%

Forkomkon Jajaran Kesbangpol  Provinsi dan Kab/kota se-Sumatera Barat

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 100.000.000)

Output                   
: Jumlah peserta forum komunikasi dan konsultasi jajaran Kesbangpol Provinsi 

dan Kab/Kota se-Sumbar sebanyak 145 orang (2 kali)

Outcome               
: Terwujudnya persamaan persepsi aparatur Kesbangpol dalam menyikapi 

berbagai persoalan yang berkaitan dengan Tupoksi Kesbangpol 
Realisasi Fisik         : 100%

Realisasi Keu
: Rp.98.708.800 (98,71%)

 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Rapat Kerja Jajaran Kesbangpol  Provinsi dan Kab/kota se-Sumatera Barat

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 344.784.000)

Output           
: Laporan hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kesbangpol 

Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar sebanyak 1 laporan  
Outcome                 : Terwujudnya persamaan persepsi untuk keberhasilan pelaksanaan program 

dan kegiatan di tahun mendatang 
Realisasi Fisik         
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.343.591.501 (99,65%)

Sosialisasi  dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se –Sumatera Barat

Input

: Dana  yang tersedia (Rp. 70.064.881)

Output                     : Jumlah peserta Sosialisasi  dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol 

se –Sumatera Barat sebanyak 70 orang (1 kali)

Outcome                 : Terwujudnya persamaan persepsi aparatur Kesbangpol dalam menyikapi 

dinamika kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp. 70.034.881 (99,96%)

Bintek Pengajuan dan Pertanggung jawaban  Bantuan keuangan Partai Politik

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 70.558.000)

Output                     : Jumlah peserta bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan 

keuangan kepada partai politik sebanyak 60 orang (1 kali)

Outcome                 
: Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur

dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol

Realisasi Fisik         : 100%

Realisasi Keu
: Rp.68.625.729 (97,26%)

Sosialisasi  dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 75.000.000)

Output                     : Jumlah sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebanyak 75 orang (1 kali)

Outcome                 : Meningkatnya pemahaman tentang IDI dalam rangka meningkatkan capaian 

IDI serta diperolehnya informasi terkait perkembangan demokrasi di Sumbar

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.70.017.200 (93,35%)

Program Peningkatam Keamanan dan  Kenyamanan Lingkungan

Penanganan Masalah Strategis Daerah

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 550.280.000)
Output                    
: Jumlah rapat tim sebanyak 9 kali rapat dan laporan masalah strategis daerah 

sebanyak 1 laporan

Outcome                 : Terjalinnya koordinasi dengan  Forkopimda dinas/instansi terkait dalam penanganan masalah strategis daerah  

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.532.455.045 (96,76%)

Pengawasan Orang Asing

Input

:  Dana yang tersedia (Rp. 122.954.300)
Output                     : Rapat pemantauan orang asing sebanyak 5 kali rapat, monitoring data dan

informasi permasalahan orang asing di daerah di 19 kab/kota dan laporan 

hasil pemantauan orang asing sebanyak 1 laporan 

Outcome                
: Meningkatnya koordinasi dalam pemantuan orang asing di daerah 

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.103.058.800 (83,82%)

Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial


Input

: Dana yang tersedia (Rp. 62.324.300)
     Output                    
: Jumlah laporan pengawasan dan pencegahan konflik sosial sebanyak 1 

laporan,  monitoring ke 19 kab/kota tentang konflik sosial yang terjadi di 

daerah

     Outcome                
: Terjalinnya koordinasi dengan intansi terkait, tokoh agama, tokoh

masyarakat dan tokoh adat dalam pencegahan konflik sosial

     Realisasi Fisik         
: 100%

     Realisasi Keu
: Rp.58.707.187 (94,19%)

Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan dini Masyarakat

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 217.356.560)
Output                    
: Pengawasan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 

Outcome                 : Terlaksananya pengawasan peningkatan kewaspadaan dini di kab/kota 

Realisasi Fisik         
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.197.110.675 (90,69%)

Rapat Ketahanan Ekonomi dan Budaya

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 85.350.000)
Output                     : Jumlah laporan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat 

sebanyak 1 laporan dan rapat forum kewaspadaan dini sebanyak 5 kali rapat 

Outcome                 : Terjalinnya koordinasi dengan instansi terkait, ormas dan tokoh masyarakat 

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.82.298.400 (96,42%)

Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 265.485.600)
Output                     : Rapat tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah sebanyak 4 kali rapat, 

rakor timdu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi sebanyak 1 kali rakor 

dan jumlah laporan yang tersedia sebanyak 1 laporan 
Outcome                 : Terlaksananya rencana aksi penanganan konflik sosial 

Realisasi Fisik         
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.245.549.770 (93,55%)

Pengawasan dan Pencegahan Terorisme

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 50.000.000)
Output                    
: Laporan informasi potensi dan aksi terorisme di daerah sebanyak 1 laporan 

Outcome                
: Terwujudnya upaya pecegahan terorisme di daerah 

Realisasi Fisik         
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.48.952.800 (97,91%)

Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 197.720.000)
Output                     : Jumlah koordinasi dan pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilihan 

umum sebanyak 19 kali 

Outcome                 : Pemilu dan pemilukada berjalan aman, tertib dan lancar di Sumbar 

Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.186.378.380 (94,26%)

 Pengantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/kota di sumbar

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 56.940.000)
Output                    
: Rapat pembahasan dalam rangka fasilitasi PAW anggota DPRD kab/kota 

sebanyak 10 kali sidang tim

Outcome                
: Terfasilitasinya pergantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota di Sumatera 

Barat

Realisasi Fisik         
: 100%

Realisasi Keu
: Rp.51.658.100 (90,72%)

Pengendalian ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Input

: Dana yang tersedia (Rp. 100.000.000)
Output                     : Rapat pengawasan dan pengendalian ketahanan ekonomi sebanyak 2 kali, 

monitoring ketahanan ekonomi dan budaya di 19 kab/kota 
Outcome                 : Meningkatnya koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial budaya di Sumbar
Realisasi Fisik          : 100%

Realisasi Keu
: Rp.95.210.700 (95,21%)

OUTC0ME
Outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sesuai dengan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Persentase penurunan konflik Sosial di Sumatera Barat (target : 5%), yang didukung oleh program sebagai berikut : 

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumatera Barat (target : 5%), yang didukung oleh Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

Meningkatnya nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat (target : 70), yang didukung oleh Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (target BB), dan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan (target (95%), yang didujkung oleh program sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun capaian dari masing-masing outcome yang didukung oleh program dan kegiatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Untuk persentase penurunan konflik sosial tahun 2018, capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Target persentase penurunan konflik sosial tahun 2018 adalah sebesar 5%, sedangkan realisasinya adalah 33% dengan penjabaran terjadi 2 konflik sosial di Sumbar, yaitu
Konflik antar aparat Kepolisian Resor (Polres) Pasaman dengan masyarakat Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. 

Konflik dipicu adanya kegiatan tambang emas oleh PT Inexo Jaya Mandiri (IJM). Berawal dari adanya penolakan warga terhadap kendaraan pembawa semen menuju lokasi tambang yang diduga untuk membangun basecamp dilokasi tambang, yang dikawal oleh Polres Pasaman. Warga melakukan penghadangan dan penghentian terhadap kendaraan aparat kepolisian sehingga aparat mengamankan puluhan orang. Tak berhenti disitu, sekitar 100 massa juga melakukan pembakaran terhadap basecamp dan kendaraan aparat kepolisian, serta memutus badan jalan di daerah tersebut. Kejadian ini berlanjut ke ranah hukum yang berujung dengan penahanan terhadap 5 warga Simpang Tonang. Hingga saat ini, pemerintah setempat bersama pemerintah propinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk melakukan upaya pemulihan pasca konflik.

Konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) oleh PT Hitay Daya Energi (HDE) di Gunung Talang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Salingka Gunung Talang yang sejak awal telah melakukan aksi aksi penolakan terhadap rencana pembangunan geothermal tersebut, dengan pemerintah kabupaten Solok, kepolisian resor (Polres) Arosuka, serta PT HDE. Pada tahun 2017, masyarakat setempat melakukan aksi anarkis berupa pengrusakan 1 unit kendaraan milik PT HDE yang tengah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan. Akibat pengrusakan tersebut, vonis hakim dijatuhkan pada tersangka pelaku pengrusakan. Pada Maret 2018, masyarakat kembali melakukan penghadangan terhadap rombongan pemkab Solok dan PT HDE yang melakukan peninjauan ke lokasi. Masyarakat melakukan aksi penyerangan terhadap aparat kepolisian yang ikut serta dalam peninjauan tersebut. Pemerintah setempat terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat nagari Salingka terkait pembangunan geothermal dimaksud sehingga saat ini kondisi telah relatif kondusif.

Untuk indikator sasaran persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2018, capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Target persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2018 adalah sebesar 5%, sedangkan realisasinya adalah 8,5%. Hal ini didasarkan pada menurunnya angka kriminalitas di tahun 2018 sebanyak 994 kasus jika dibandingkan dengan taun 2017. Adapun angka kriminalitas pada tahun 2017 adalah sebanyak 11.689 kasus dan pada tahun 2018 adalah 10.695 kasus.

Untuk capaian indikator sasaran nilai IDI Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan. Target nilai IDI Sumbar tahun 2018 adalah 70, sedangkan realisasinya adalah 69,50 (level demokrasi sedang).  Bila dirinci sesuai dengan aspek dan indikator, maka peningkatan skor tertinggi ada pada aspek kebebasan sipil dengan indikator “ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya”. Adanya peningkatan skor pada indikator ini menunjukkan rendahnya jumlah aksi dengan kekerasan (konflik) yang terjadi di Sumbar sepanjang tahun 2017.

Peningkatan skor lainnya ada pada aspek hak hak politik dengan indikator “demonstrasi yang bersifat kekerasan”. Hal ini juga menunjukkan rendahnya aksi unjuk rasa dengan kekerasan yang terjadi di Sumatera Barat. Sedangkan pada aspek lembaga demokrasi, peningkatan skor tertinggi diraih oleh indikator “upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah”. Peningkatan skor pada indikator ini menunjukkan adanya penyediaan informasi APBD yang lebih baik oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat kepada publik.

Untuk capaian indikator sasaran nilai evaluasi AKIP tahun 2018 belum mencapai target. Target nilai AKIP Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018 adalah BB, sedangkan realisasi nilai AKIP tahun 2018 adalah B (62,50). 

Sedangkan untuk capaian indikator persentase realisasi fisik dan keuangan telah melebihi target yang ditetapkan. Target realisasi fisik tahun 2018 adalah 95%, sedangkan realisasi fisik tahun 2018 adalah 99,81%. Target realisasi keuangan tahun 2018 adalah 95%, sedangkan realisasi fisik tahun 2018 adalah 96,19%.

Permasalahan dan Solusi
Permasalahan

Persoalan persoalan aspek bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan permasalahan mendasar. Sebagai lembaga yang dituntut untuk mendukung terwujudnya stabilitas daerah terutama dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi ini, kesbangpol menghadapi permasalahan dan hambatan yang tidak ringan.

Selama ini, dalam implementasi otonomi daerah, secara umum masalah yang dihadapi kesbangpol adalah, persoalan-persoalan bidang kesbangpol ditangani dengan versi masing masing dengan kebijakan daerah yang berbeda beda dan tergantung kemampuan APBD masing masing. Sementara, satuan kerja yang menangani urusan kesbangpol merupakan instansi yang memiliki peran dan fungsi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Hambatan Internal
Berbeda-bedanya visi dan misi antara Kesbangpol Provinsi dengan kesbangpol kabupaten/kota sehingga program programnya tidak fokus dalam penanganan masalah kesbangpol dan kurangnya sinergitas dalam menangani permasalahan kesbangpol.

Berbeda-bedanya bentuk nomenklatur antara Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota. Misalnya, di kota Padang Panjang, Kesbangpol merupakan gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol, sehingga tidak mendapat alokasi dan prioritas anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya di daerah tersebut. Begitu juga dengan Kabupaten Pesisir Selatan, dimana Kesbangpol hanya bagian dari sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Belum semua Badan/Kantor Kesbangpol membentuk seluruh tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, tim Komunitas Intelijen Daerahdan yang terbaru Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

Kurangnya kegiatan kegiatan yang bersifat harmonisasi dan konsolidasi demokrasi secara sehat khususnya pasca reformasi dan pasca pemilu, dikarenakan keterbatasan peruntukan anggaran bagi Badan Kesbangpol dari APBD.

Hambatan Eksternal
Aspek politik :

Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi

Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Belum optimalnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.

Aspek Sosial
Maraknya pola kebebasan berprilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi.
Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan.
Kurangnya program program pembinaan karakter bangsa.
Belum banyaknya program program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal

Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.
Aspek Ekonomi :

Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.

Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah

Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.

Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

Masih kurangnya sinergitas antara aparatur dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)

Aspek Keamanan dan Ketentraman :

Belum optimalnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.

Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.

Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.

Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.

Belum optimalnya peran forum forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik didaerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah.

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur dan pembagian urusan khususnya pada bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang sebelumnya merupakan urusan wajib pemerintah daerah, kedepannya akan menjadi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan dibantu sebuah intansi vertikal, dengan pembiayaan dari APBN dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum mencakup:

Urusan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan ajaran Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

Pembinaan kerukunan antarsuku danintrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasca diadakannya rapat terbatas kabinet dengan Presiden RI pada tanggal 30 Mei 2016, dikemukakan bahwa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. 

Hal ini telah menjadi persoalan tersendiri bagi instansi kesbangpol di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa Instruksi maupun edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dukungan terhadap pelaksanaan tugas tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah secara maksimal.

Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang fokus pada pasal 122 tentang ketentuan peralihan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk memaksimalkan peran instansi kesbangpol di daerah dalam masa peralihan.
Solusi

Untuk menghadapi berbagai permasalahan di atas, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang. Penganggaran kegiatan-kegiatan pokok sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra 2016 -2021 tetap dilanjutkan di tahun berikutnya, dan ada sejumlah kebijakan strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sumatera Barat. 

Sebagai institusi yang bertugas mendukung terciptanya keamanan daerah, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar perlu meningkatkan peran dan fungsinya dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, untuk mewujudkan penurunan konflik sosial, angka kriminalitas serta menaikkan nilai IDI Sumatera Barat.

Untuk itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300/969/SJ tanggal 24 Februari 2015 tentang Pemberdayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar akan meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan :

Daerah rawan konflik sosial berlatar belakang sengketa lahan pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, sengketa daerah induk dan otonom baru, SARA, Pilkada;

Potensi terorisme di daerah;

Penyakit masyarakat antara lain narkoba, prostitusi, miras;

Pengawasan orang/lembaga asing seperti pekerja illegal, manusia perahu serta;

Daerah rawan bencana.

Langkah langkah strategis tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang telah disusun secara matang dengan upaya : 

Mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Sumbar dan tim Kominda Sumbar, melakukan monitoring secara berkala ke kabupaten/kota, dan mendorong penguatan FKDM serta pembentukan FKDM bagi kabupaten/kota yang belum membentuk. 

Membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015. Kegiatan yang dilakukan oleh tim terpadu penanganan konflik sosial meliputi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik sosial dan pemulihan pasca konflik dalam bentuk rencana aksi yang dilaporkan secara periodik.
Memberikan penguatan dan pembekalan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan generasi muda yang mencakup ketahanan bangsa, nilai nilai luhur bangsa, pemahaman bela negara, pembauran kebangsaan dan penguatan karakter bangsa melalui revolusi mental.

Memberikan pendidikan politik bagi masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, sosialisasi undang undang di bidang politik, dialog politik bagi masyarakat, dan bimbingan teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Melakukan pemantauan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2019.

Melakukan penguatan bagi kelompok kerja IDI, dalam rangka menaikkan nilai IDI Sumbar.

Melakukan verifikasi berkas penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota di Sumbar dan verifikasi berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumbar.

Melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat, mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama dan mendorong pembentukan FKUB bagi kabupaten/kota yang belum membentuk. 

Melaksanakan fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2019.

Melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi jajaran kesbangpol se- Sumatera Barat sebagai langkah teknis pembahasan isu isu strategis bidang kesbangpol yang menonjol di daerah. Forkomkon jajaran kesbangpol se- Sumbar ini juga merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Merencanakan pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan bagi kepala badan/kantor/bagian kesbangpol kab/kota yang fokus membahas permasalahan dan dinamika kelembagaan kesbangpol di daerah, pasca tertundanya penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Menerbitkan laporan harian yang berkaitan dengan aspek aspek diatas serta permasalahan permasalahan lain yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah serta melaporkannya kepada Gubernur sebagai dasar pertimbangan kebijakan untuk membuat kebijakan.

Meminta dengan pemerintah kabupaten/kota menyampaikan informasi dan laporan kepada pemerintah Provinsi, dan laporan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI (OPD yang memperoleh/memberikan dana TP dan Dekonsentrasi)

III.     PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 

Kebijakan dan Kegiatan 

Kegiatan-kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat  yang berkaitan dengan instansi vertikal adalah sebagai berikut :

	No
	Nama Kegiatan
	Instansi Vertikal yang Terlibat

	1
	Penanganan masalah strategis daerah
	BIN Daerah Sumbar, Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kanwil Hukum dan HAM Prov. Sumbar, ATR/BPN Sumbar, Lanud Padang, Kanwil Pajak Wilayah Sumbar, Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional Sumbar, Bea dan Cukai Teluk Bayur.

	2
	Pengawasan Orang Asing
	Kantor Imigrasi Kelas I Padang, BIN Daerah Sumbar, Kejati Sumbar, Kanwil Kementerian Agama Sumbar, Badan Intelijen Strategis Sumbar

	3
	Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
	Polda Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kejati Sumbar, BIN Daerah Sumbar, Lantamal II Padang, Lanud Padang, Kanwil Kementerian Agama Sumbar, Kanwil Hukum dan HAM Sumbar, Kanwil ATR/BPN Sumbar.

	4
	Pengawasan dan pencegahan terorisme
	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

	5
	Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
	BIN Daerah Sumbar, Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kanwil Hukum dan HAM Prov. Sumbar, ATR/BPN Sumbar, Lanud Padang, Kanwil Pajak Wilayah Sumbar, Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional Sumbar, Bea dan Cukai Teluk Bayu

	6
	Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat
	Kejati Sumbar, Polda Sumbar, Korem 032 Wirabraja dan Kodim di daerah

	7
	Pembinaan kerukunan umat beragama di Sumbar
	Kanwil Kementerian Agama Sumbar, Polda Sumbar, Kejati Sumbar.

	8
	Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab/Kota di Sumbar
	KPU Sumbar

	9
	Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum
	KPU Sumbar, Bawaslu, Polda Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kejat Sumbar, BIN Daerah Sumbar.

	10
	Pengelolaan bantuan keuangan partai politik
	KPU Sumbar, Kanwil Hukum dan HAM Sumbar.


Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Penanganan Masalah Strategis Daerah

Output dari kegiatan ini berupa pelaksanaan koordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait yang terlibat dalam penanganan masalah strategis daerah. Konteks permasalahan strategis daerah adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Sumatera Barat  diperlukan kesepahaman, kesamaan, keterpaduan cara bertindak dari semua unsur terkait, sinergitas serta harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan daerah menyangkut peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Pelaksanaan koordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait dengan sasaran agar terciptanya sinergitas dan keterpaduan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing instansi dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Setelah adanya koordinasi, tahapan selanjutnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan terhadap situasi dan kondisi lingkungan.

Pelaksanaan Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah dan Rapat tim Penanganan Masalah Strategis untuk membahas permasalahan yang berkembang selama tahun 2018. Dengan adanya rapat tim tersebut dapat diwujudkan persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik yang ada. Rapat Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini terdiri dari unsur Forkopimda, unsur-unsur Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat dan juga beberapa orang Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Terdapat beberapa kesimpulan berdasarkan rapat-rapat koordinasi yang telah dilakukan dengan unsur terkait diantaranya :
Pelaksanaan Rapat Forkopimda tanggal 13 Februari 2018

Rapat koordinasi dilakukan terkait dengan telah dimulainya proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak di Sumatera Barat, maka dipandang perlu memantapkan koordinasi dikalangan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat. Adapun hasil dari pelaksanaan rapat tersebut diantaranya :

Secara umum dengan telah berjalannya proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 kondisi di Sumatera Barat sejauh ini relatif kondusif, hal ini terlihat belum ditemuinya potensi konflik, pelanggaran hukum dan indikasi-indikasi kerawanan dalam Pilkada serentak. Namun perlu dilakukan langkah-langkah deteksi dini terhadap segala bentuk indikasi dan gangguan yang dapat terjadinya konflik;

Sinergitas TNI Polri sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang setiap waktu dapat terjadi selama proses dan tahapan Pilkada serentak ini berjalan. Terkait upaya pengamanan pilkada serentak di Sumatera Barat, pihak TNI Polri telah menyiapkan personel serta anggaran operasional, diharapkan secara optimal dapat membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan selama Pilkada serentak berlangsung;

Terkait dengan isu aktifitas orang asing di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Gubernur dalam hal ini meminta Wakil Gubernur untuk segera mengambil tindakan dan mengkoordinasikan dengan instansi serta stakeholder terkait guna mengumpulkan informasi serta fakta-fakta pendukung lainnya. Untuk selanjutnya, Forkopimda akan melakukan monitoring dan supervisi guna menemukan solusi yang paling tepat menjawab persoalan tersebut.

Pelaksanaan Rapat Forkopimda tanggal 21 Februari 2018
Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan di Ruang Rapat Istana Gubernur pada tanggal 13 Februari 2018, dipandang perlu memantapkan koordinasi di kalangan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat dengan hasil dan kesimpulan diantaranya :

Berdasarkan hasil kesepakatan, jumlah yang mengikuti kunjungan kerja ini sebanyak 79 orang yang berasal dari bebagai OPD dan instansi di Sumatera Barat;

Estimasi perjalanan direncanakan dari tanggal 25 s/d 28 Februari 2018, keberangkatan dimulai dari Pelabuhan Bungus, Padang untuk beberapa rincian agenda.
Roundown dari rencana kunjungan kerja Forkopimda menggunakan kapal milik Basarnas dan Kapal Tenggiri milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, keberangkatan dimulai dari Pelabuhan Bungus pukul 07.00 langsung menuju Labuan Bajau, Siberut Utara. Dikarenakan memakan waktu perjalanan sekitar 4 jam, diharapkan Biro Umum Setda Provinsi Sumbar dapat menyediakan sarapan dan makan siang peserta sebanyak 90 orang;

Terkait dengan penggunaan kapal Basarnas, untuk operasional BBM kapal menjadi tanggungjawab Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat; 

Pemkab Kepulauan Mentawai dapat memfasilitasi penginapan dan konsumsi bagi tim selama melakukan kunjungan kerja kesana;

Diharapkan Bakesbangpol dapat mengkoordinasikan dengan pihak Basarnas dalam peminjaman kapal tersebut;

Pada hari terakhir kunjungan tim kunjungan kerja akan melakukan audiensi dengan Bupati Kab. Kepulauan Mentawai terhasil hasil monitoring yang telah dilaksanakan;

Sehubungan dengan rencana kunjungan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat menyediakan kapal Tenggiri sebagai operasional;

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kemenko Maritim yang juga ikut dalam kunjungan kerja ini mengenai program pembangunan dibidang kemaritiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kemenpar yang juga ikut dalam kunjungan kerja ini mengenai program pembangunan dibidang pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab mengkoordinasikan peserta dari setiap OPD kunjungan kerja yang ikut mendampingi Forkopimda Provinsi Sumatera Barat;

Semua biaya yang ditimbulkan selama kunjungan kerja ini ditanggung oleh OPD atau Instansi masing-masing, panitia hanya menanggung transportasi kapal (milik Basarnas), penginapan dan konsumsi disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;  

Bakesbangpol hanya menanggung biaya perjalanan dinas Anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan Rapat Forkopimda tanggal 24 April 2018
Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti meningkatnya polemik dan penolakan masyarakat Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di daerah tersebut, maka dipandang perlu memantapkan koordinasi dikalangan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat. Terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut diantaranya :

Terkait adanya upaya untuk memprovokasi masyarakat Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang dengan isu-isu negatif oleh oknum LSM dan LBH yang tidak mengingikan pembangunan pembangkit listrik tenaga  panas bumi tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan memproses aktor intelektual tersebut sesuai prosedur; 

Dalam menyelesaikan permasalahan ini diharapkan sinergitas antar lembaga dan pemangku kepentingan tetap terjaga dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat;

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan proyek ini, pihak PT Hitay Daya Energi meminta fasilitasi pengamanan untuk pengambilan sampel soil yang akan di uji selama 2 hari.

Pelaksanaan Rapat Forkopimda tanggal 9 November 2018
Rapat dilaksanakan berkaitan dengan terhambatnya pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru terutama pada ruas I Padang-Sicincin. Terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari rapat koordinasi yang melibatkan Tim Forkopimda Provinsi Sumatera Barat  dan instansi terkait diantaranya : 

Upaya deskresi oleh Presiden RI dinilai salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah masyarakat, sehingga diharapkan akan muncul keputusan presiden untuk melakukan peninjauan ulang terhadap besaran ganti rugi tanah masyakat, maka proyek straegis nasional ini dapat segera terlaksana;

Proses konsinyasi di pengadilan sebaiknya dilakukan setelah tahun politik ini berakhir, dan ini menjadi solusi kita dalam proses ganti rugi tanah masyarakat;

Secara umum kondisi ditengah masyarakat masih kondusif, antisipasi kerawanan terhadap psikologis masyarakat terhadap proses ganti rugi yang belum selesai dan proyek pembangunan yang belum berjalan, selain itu antisipasi politisir permasalahan oleh pihak-pihak tertentu karena berada ditahun politik;

Diharapkan pihak-pihak terkait dapat memaksimalkan koordinasi dalam proses ganti rugi tanah masyarakat pada STA 4,2 – 30 dengan tim appraisal yang lebih profesional.
Permasalahan tanah masyarakat yang akan diganti rugi namun status kepemilikan tanah yang masih bersengketa, dapat diselesaikan segera oleh Pemkab. Padang Pariaman bekerjasama dengan Kanwil ATR/BPN Sumbar dan Pengadilan;

Diharapkan Pemkab. Padang Pariaman dapat memaksimalkan sosialisasi-sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam upaya pembebasan lahan;

Terkait penunjukan langsung tim appraisal oleh PPK dalam setiap proyek-proyek pembangunan di Sumatera Barat, kiranya PPK untuk lebih selektif lagi kedepannya.
Terkait dari track record dan kinerja yang dinilai kurang profesional, tim appraisal yang saat ini terlibat dalam proses penilaian ganti rugi tanah dalam pembangunan tol Padang-Pekanbaru terutama pada ruas I Padang-Sicincin disarankan kepada PPK agar mempertimbangkan kembali jika menggunakan jasa tim appraisal tersebut pada proyek-proyek lainnnya di Sumatera Barat kedepannya.

Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi untuk mendapatakan informasi dalam melengkapi bahan pendukung dan merumuskan penjelasan tertulis terkait surat Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Nomor : 61/SK-E/LBH-PDG/IV/2018 7 Mei 2018
Rapat dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Nomor: 61/SK-E/LBH-PDG/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal Mohon Penjelasan terkait upaya pemerintah daerah dalam penyediaan lahan di Nagari Batu Bajanjang yang akan dijadikan lokasi latihan militer oleh TNI. Terdapat beberapa hasil dan kesimpulan diantaranya :

Pemerintah Kabupaten Solok menemui titik buntu dalam menyelesaikan permasalahan penolakan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (Geothermal) di Nagari Batu Bajanjang dan berharap Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat dan Forkopimda Sumatera Barat dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut;

Terkait surat LBH yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, harus segera dijawab secara teknis dengan data-data berdasarkan kondisi dilapangan;

Masyarakat mengharapkan kehadiran negara dalam permasalahan ini, karena selama ini mereka merasa dibiarkan tanpa ada solusi dan perlindungan;

Operasi penggalangan masyarakat merupakan salah satu solusi untuk meyakinkan dan menyadarkan masyarakat bahwa mereka telah terprovokasi oleh oknum-oknum yang punya kepentingan dibalik itu

Adanya gerakan terstruktur dan masif dalam mengerakkan masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap pelaksanaan proyek geothermal ini, sehingga hal ini menjadi tugas dalam mengungkap siapa dan motifnya;

Surat Direktur LBH dibalas oleh OPD teknis dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan.

Rapat Koordinasi Pengaduan Masyarakat tanggal 6 Agustus 2018
Dilaksanakannya rapat dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada Presiden RI dari Sdr. Perdianto Lubis, SH, MH (kuasa hukum Drs. Suardi Rasyid, dkk) untuk penyelesaian kasus plasma sawit antara Drs. Suardi Rasyid dkk pemilik 33 persil sertifikat kebun kelapa sawit SHM nomor 539 s/d 571 seluas 66 ha di Nagari Sasak Kecamatan Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan perusahaan Wilmar International Limited. Dipandang perlu melakukan rapat kordinasi guna mengevaluasi dan langkah-langkah antisipatif.

Maksud dari dilaksanakannya rapat ini adalah untuk menyamakan persepsi dan penghimpunan informasi serta data sementara sehubungan dengan rencana kunjungan kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretaris Negara pada tanggal 8 Agustus 2018 terkait tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tersebut ke Provinsi Sumatera Barat. 

Rapat Koordinsi Pengaduan Masyarakat bersama Tim KEMENSESNEG RI 8 Agustus 2018
Maksud dari dilaksanakannya rapat ini adalah agar terciptanya koordinasi dan klarifikasi antara Tim Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensesneg RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI terkait penyelesaian kasus plasma sawit antara Drs. Suardi Rasyid dkk pemilik 33 persil sertifikat kebun kelapa sawit SHM nomor 539 s/d 571 seluas 66 ha di Nagari Sasak Kecamatan Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan perusahaan Wilmar International Limited. yang telah diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat. Adapun hasil yang dicapai adalah :

Terkait surat dari Kemenseneg RI perihal pengaduan masyarakat, Pemprov Sumbar telah berupaya menindaklanjuti dan dengan mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 6 agustus 2018 bersama instansi terkait;

Pengaduan sdr. Suardi Rasyid sudah diproses untuk segera dicarikan penyelesaian lebih lanjut;

BPN telah berupaya melakukan mediasi antar 2 belah pihak namun belum ada titik temu;

Polda sumbar telah melakukan penyelidikan dan tidak ada indikasi pelanggaran hukum;

Pemkab Pasbar belum menerima laporan untuk dilakukannya fasilitasi terhadap kasus ini;

PT. PHP telah berupaya berkontribusi dengan pemberian uang tali kasih kepada masyarakat;

Berdasarkan fakta-fakta dan informasi-informasi ini diharapkan tim Kemensesneg dapat mengambil langkah penyelesaian dan berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum sdr. Suardi Rasyid.

Pengawasan Orang Asing 
Output dari kegiatan ini berupa pelaksanaan koordinasi dengan Non-Governmental Organizations (NGO) dan instansi terkait dalam pemantauan orang asing di daerah. Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing yaitu diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniwan asing dan ormas asing.

Mekanisme pemantauan dan pengawasan asing dapat dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dokumen atau meneliti kelengkapan atau kesyaihan dokumen administrasi bersama dengan petugas Imigrasi. Selain itu, pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing juga dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan di lapangan yang meliputi pengumpulan bahan, data dan informasi yang berasal dari media massa, laporan masyarakat, hasil wawancara, klarifikasi serta dengan cara mendatangi kantor, perusahaan dan tempat, tujuan keberadaan dan aktifitas orang asing serta organisasi masyarakat asing tersebut.

Pemantauan dan pengawasan orang asing dapat juga dilakukan dengan cara mengetahui penetapan tentang rencana kunjungan berupa persetujuan, penundaan dan penolakan, memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementrian Dalam Negeri mengenai persetujuan, penundaan dan penolakan serta merekomendasikan kepada pihak kepolisian dan Imigrasi untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki apabila ditemui adanya kegiatan kunjungan yang meyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja  Asing  di Daerah, maka pengawasan terhadap seluruh aktivitas orang asing menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yang berkoordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah yang bersifat koordinatif dan konsultatif. Terkait dengan hasil pengawasan aktivitas orang asing di lapangan, Badan Kesbangpol Provinsi melaksanakan beberapa kali rapat tim Pengawasan Orang Asing (POA), dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

Pelaksanaan Rapat Pengawasan Orang Asing (POA) tanggal 16 Maret 2018

Rapat koordinasi dilakukan terkait dengan permasalahan viralnya video pengusiran rombongan anggota DPRD Sumatera Barat dalam kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh oknum WNA. Adapun hasil dari pelaksanaan rapat tersebut diantaranya :

Adanya permasalahan viralnya Video WNA yang mengusir rombongan DPW Nasdem Sumbar, DPRD Sumbar Fraksi Nasdem dan DPRD Mentawai Fraksi Nasdem oleh pengelola Aloita Resort di Mentawai. Perlunya mengaliminir permasalahan tersebut jangan terulang kembali dan hal tersebut telah terjadi diskomunikasi antara pengelola dengan rombongan DPW Nasdem Sumbar;

Kejadian viralnya video WNA mengusir anggota DPRD di Mentawai disinyalir terjadinya diskomunikasi karena pihak pengelola telah meminta maaf;

Pihak pengelola Aloita Resort Mentawai bukan maksudnya melarang kunjungan ke resort tersebut karena dermaganya sedang dalam perbaikan dikhawatirkan pengunjung kena material dermaga seperti paku dsb;

Pemkab. Kepualauan Mentawai telah membentuk Tim Investigasi;

Aloita Resort Mentawai berada di HPL dan tidak berada di kawasan hutan lindung;

Terkait izin pengelolaan tata ruang laut itu merupakan izin Pemkab. Kepulauan Mentawai;

Terkait pegelola resort asing dan kunjungan terhadap pengunjung ke resort tersebut dibuatkan SOP nya sehingga tidak terjadi diskomunikasi;

Pihak Aloita telah memiliki perijinan 1) Memiliki izin Prinsip 2008; 2) Memiliki izin tanda terdaftar dinas Pariwisata; 3) Memiliki IMTA Kenaker RI; dan 4) Memiliki IMB dan memiliki Amdal serta memiliki izin dari BKPM RI;

Perijinan IMTA dikeluarkan oleh Kemanaker RI dan pihak Disnaker Provinsi Sumbar hanya menerima tembusan dan kadangkala adanya juga kesulitan untuk mengkroscek WNA tersebut dilapangan;
Aloita Resort Mentawai dimiliki sahamnya 90% oleh Mr Erick Basona WNA Italy dan 10% Mr Scash WNA Australia;

Perijinan Fabrizio mengelola Aloita Resort dengan sponsor PT Mega Iklan yang berpusat di Bali;

Perlu dipertanyakan terkait legalitas PT Mega Iklan memiliki cabang di Mentawai karena syaratnya pekerja asing bekerja di wilayah yang memiliki cabang dari perusahaan tersebut;

Mr Fabrizio WNA Italy memiliki IMTA yang dikeluarkan oleh Kemanaker RI dan KITAS untuk tinggal di Kota Padang dan Kab. Kepulauan Mentawai;
Perlunya melakukan investigasi bersama-sama ke lapangan dengan Tim Pora Sumbar terkait permasalahan Aloita Resort tersebut dan apabila ditemukan permasalahan yang melanggar terhadap WNA tersebut bisa dideportasi sesuai aturan yang berlaku;

Seringnya ditemukan kapal pesiar yang langsung masuk ke Mentawai sehingga kurangnya pengawasan terhadap WNA tersebut.

Pelaksanaan Rapat POA Tanggal 6 Juli 2018

Rapat koordinasi dilakukan terkait aktivitas orang asing di Sumatera Barat terutama yang akan melakukan aktivitas penelitian dan permasalahan sinkonisasi data antar instansi/stakeholder dalam pemantauan orang asing. Adapun hasil dari pelaksanaan rapat tersebut diantaranya :

Sehubungan dengan informasi dari Dirjen Polpum Kemendagri RI terhadap aktivitas WNA yang akan melakukan penelitian di Indonesia yang salah satu di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan pengawasan terhadap aktivitas WNA tersebut dari berbagai unsur/OPD terkait apakah dari segi izin, IMTA;

Berdasarkan surat rekomendasi dari Dirjen Polpum, terdapat 3 orang WNA dalam 1 tim akan melakukan penelitian ke Provinsi Sumatera Barat;

Pihak imigrasi hanya mengetahui pelaporan orang asing ketika ada kunjungan melewai keimigrasian dan pelaporan (APOA), tetapi tidak dengan aktivitasnya didaerah;

Masalah perlintasan orang asing masih dapat dilacak, namun aktivitas orang asing perlu memperkuat pengawasan melalui tim PORA;
Dalam membantu memantau aktivitas orang asing di daerah Dirjen Imigarsi Kemenkumham RI telah menerapkan penggunaan aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Dalam penerapannya masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas orang asing di lingkungannya dengan menyampaikan laporanya melalui aplikasi tersebut;

Selain itu Penjamin (sponsor) bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya. Demikian halnya dengan Pemilik/Pengurus tempat penginapan atau perorangan yang berkewajiban untuk memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapan atau tempat tinggalnya;
Perlu juga diwaspadai terhadap orang asing yang izin kunjungan sebagai wisatawan namun kenyataannya sebagai TKA;

Berdasarkan hasil rapat tim PORA (Kanwilkumham) yang terdahulu, disepakati kepada masing-masing instansi terkait untuk mengupdate data dan saling mengsinkronkan data orang asing;

Sisi lemah dari pengawasan orang asing adalah kita hanya mengetahui informasi dari mana mereka masuk ke Indonesia yaitu melalui pintu imigrasi, namun kita tidak dapat melacak dan mengawasi ketika mereka melakukan mobilitasi dan beraktivitas di dalam negeri;

Perlu memaksimalkan koordinasi lagi dalam tim PORA, dan perlu dukungan untuk satu sumber data yang akurat pada leading sektornya yaitu kanwilkumham;

Kewajiban melapor pihak sponsor sudah cukup berjalan baik dari level terbawah hingga atas dalam institusi Polri sehingga aktivitas orang asing tetap terpantau;

Perlu memaksimalkan tim PORA yang leading sektornya berada di Kanwilkumham Sumatera Barat, sebab kita tidak boleh hanya berpedoman pada data imigrasi saja, sedangkan mobilitas dan aktivitas OA tidak dapat diawasi jika tidak dikendalikan oleh tim PORA;
Intansi yang terkait dengan pengawasan orang asing Sumatera Barat berkomitmen untuk mengacu kepada 1 (satu) data orang asing yaitu yang berasala dari keimigrasian (dalam hal ini dikelola oleh Divisi Keimigrasian Kanwilkumham Provinsi Sumbar) sehingga tidak ada lagi ditemukan perbedaan data orang asing di Sumatera Barat.

Pelaksanaan Rapat POA tanggal 28 September 2018
Rapat koordinasi dilakukan terkait aktivitas orang asing di Sumatera Barat terutama yang akan melakukan aktivitas berwisata dan berinfestasi dibidang pariwisata, sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi/stakeholder dalam pemantauan orang asing guna mengevaluasi dan langkah-langkah antisipatif. Adapun hasil dari pelaksanaan rapat tersebut diantaranya :

Keberadaan orang asing sulit dilacak karena orang asing masuknya dari mana dan keluar dimana, hal ini sudah koordinasi dengan pihak bandara mengenai masuknya orang asing. Orang asing yang menginap di hotel pihak hotel harus melapor ke kantor imigrasi Padang;

Bertitik tolak dari Perpres No.6 tahun 2017 Risort yang kerjakan orang asing di Mentawai harus adanya laporan dari pihak yang mengelola risort tersebut. Sebab dari posisi nol sampai 12 mil di laut itu adalah tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan Rapat POA tanggal 31 Oktober 2018
Rapat koordinasi dilakukan terkait kedatangan Dato Seri Anwar Ibrahim dalam rangka menerima gelar DR (HC)  dari Universitas Negeri Padang di Padang, sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi/stakeholder dalam pemantauan orang asing guna mengevaluasi dan langkah-langkah antisipatif. Adapun hasil dari pelaksanaan rapat tersebut diantaranya :

Kedatangan Dato Seri Anwar Ibrahim dalam rangka menerima gelar DR (HC)  dari UNP di Padang pihak Imigrasi Padang baru mengetahui dari pihak Angkasa Pura yang seyogyanya pihak Pemprov Sumbar membuatkan surat pemberitahuan ke Imigrasi Padang sehingga diharapkan kedepan apabila ada pejabat tamu dari luar negeri pihak Imigrasi diberitahukan;

Pihak Kanwil Kemenkumham Div. Imigrasi Sumbar mengatakan terkait adanya kunjungan dan kedatangan Dato Seri Anwar Ibrahim ke Padang tidak ada pemberitahuan sehingga diharapkan kedepan adanya pemberitahuan ke Div Imigrasi Kanwil Kemenkum Ham RI;

Selama ini pihak kampus ketika mengundang tamu orang asing untuk kegiatan sebagai narasumber kuliah umum maupun kegiatan lainnya banyak tidak mengetahui prosedur protokoler;

Menyikapi adanya tamu asing masuk ke kampus baik sebagai nara sumber maupun kuliah umum banyak pihak kampus tidak mengetahui sehingga diharapkan pihak PORA dapat menyelenggarakan sosialisasi prosedur protokoler kunjungan tamu asing dengan mengundang pihak kampus;

Perlunya meningkatkan sinergisitas Tim PORA yang ada sehingga diharapkan dapat memonitor dan melakukan pengawasan kegiatan orang asing baik yang melakukan penelitian maupun kegiatan lainnya.;

Selama ini adanya kendala terkait kegiatan orang asing yang bekerja maupun melakukan penelitian dan pembuatan film di wilayah Sumbar kadang sponsornya dimana dan kegiatannya dimana dan pemberitahuan ke Imigrasinya saat tiba di Indonesia sehingga tidak jarang Imigrasi di wilayah tidak termonitor.

Pelaksanaan Rapat POA tanggal 20 Desember 2018
Rapat koordinasi dilakukan terkait aktivitas orang asing di Sumatera Barat terutama terkait informasi dan peristiwa yang baru terjadi terkait aktivitas pekerja asing yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diduga beraktivitas dikawasan tambang bekas penjajahan Belanda. Adapun hasil dari pelaksanaan rapat tersebut diantaranya :

Permasalahan WNA Cina di Kabupaten Lima Puluh Kota hasil investigasi Div. Imigrasi Sumbar adalah sebagai berikut :

Hasil informasi di lapangan bahwa benar ada sekitar 6 orang WNA Cina pernah datang untuk survei tambang emas;

Perlunya sosialisasi terkait keberadaan WNA sampai ke tingkat desa;

Pasport memiliki barcode sehingga ketika pihak hotel memeriksa bercodenya akan online diketahui keberadaannya;

Pemeriksaan orang asing saat datang dan saat keluar dari Indonesia;

Adanya orang asing yang bermasalah dapat dideportasi sesuai kesepakatan bersama terkait permasalahannya;

Masalah WNA yang masuknya ke Indonesia harus memiliki paspor melalui bandara Internasional yang ada di Indonesia;
Terkait adanya informasi WNA di daerah Kabupaten Agam hingga saat ini masih dalam pendalaman dan diduga mereka pindah-pindah;
Pihak Imigrasi telah koordinasi dengan pihak Angkasapura BIM melalui Tim Pemeriksa Imigrasi untuk memantau masuknya WNA melalui jalur domestik;
Apabila ada temuan penyalahgunaan visa WNA di wilayah Sumbar sehingga perlunya sinergisitas untuk menindak penyalahgunaan visa WNA tersebut;
Saat ini Imigrasi Padang telah bekerjasama dengan penginapan yang ada di wilayah Imigrasi Padang menggunakan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA);
Memberikan masukan untuk Kesbangpol Sumbar agar melakukan sosialisasi sampai ke tingkat nagari untuk dapat mengawasi orang asing bersama;
Di Mentawai ada 85 resort dan Resort Surving 47 buah serta diharapkan adanya kordinasi dengan Pemkab, pariwisata, pengelola resort terkait pengawasan orang asing;
Diharapkan tingkat kecamatan dapat memaksimalkan jorong-jorong untuk ikut mengawasi orang asing maupun permasalahan konflik sosial yang ada;

Perlunya ketegasan pemprov Sumbar dengan membuat Perda dalam pengawasan orang asing terkait keberadaannya orang asing di penginapan atau obyek wisata untuk melaporkan ke Tim Pora demi keamanan;
Ada permasalahan IMTA WNA Cina yang semestinya bekerja di PT Denpoo Padang tetapi mereka bekerja di proyek PLTA di Balai Selasa Kab. Pesisir Selatan yang dikerjakan oleh PT Denpoo dan hal tersebut seyogyanya pihak Disnaker dan Imigrasi dapat bersinergi dalam melakukan penindakan.
Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. 

Pencegahan konflik dilaksanakan oleh perangkat daerah dan kabupaten/kota diantaranya Kantor Pertahanan Kanwil Sumbar, Dinas Pendidikan Prov. Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Kanwil Kementerian Agama Sumbar, Biro Pemerintahan Setda Sumbar, Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumbar, Dinas ESDM Prov. Sumbar dan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Ruang lingkup rencana aksi pencegahan konflik sosial meliputi penanaman nilai nilai wawasan kebangsaan, SARA, politik/batas daerah administrasi, ekonomi/industrial, lahan/sumber daya alam dan terorisme.

Untuk rencana aksi yang mencakup upaya penghentian/penyelesaian konflik sosial, dilaksanakan oleh Polda Sumbar dan Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar terkait masalah lahan/sumber daya alam dan aksi terorisme.

Untuk rencana aksi pemulihan pasca konflik, perangkat daerah yang terlibat adalah Dinas Sosial Prov. Sumbar dengan instansi terkait Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas PSDA, Dinas Perkim, Kanwil Kemenag, Badan Kesbangpol, Korem 032 Wirabraja, Polda Sumbar, BIN Daerah Sumbar dan BPBD Prov. Sumbar. Upaya upaya yang dilakukan adalah berupa penyuluhan dan sosialisasi.

Berdasarkan hal tersebut perlu di bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memiliki fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi. Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial bertujuan untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparatur pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah khususnya dalam upaya penanganan konflik sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencegahan konflik; (2) Penghentian konflik; (3) Pemulihan pasca konflik. Selain itu dalam upaya penanganan konflik sosial, tim terpadu penanganan konflik sosial memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial setiap tahun nya dan dilakukan pelaporan dan evaluasi yang dibagi berdasarkan periodesasi B04 (Januari-April), B08 (Mei – Agustus) dan B12 (September-Desember) berdasarkan tugas pokok dan fungsi anggota tim terpadu penanganan konflik sosial.

Berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 270-73-2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, maka perlu dilakukan rapat kordinasi agar rencana aksi penanganan konflik sosial di tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang telah disusun dan ditetapkan lebih terarah dan tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan adanya kesamaan persepsi dan sinergitas antar intansi dan OPD yang terlibat dalam tim terpadu penanganan konflik sosial tersebut.
Adapun hasil pelaksanaan rapat koordinasi penanganan konflik sosial pada tahun 2018, sebagai berikut :

Pelaksanaan Rapat Koodinasi Penanganan Konflik Sosiat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pelaporan B04  Tanggal 23 April 2018.
Hasil dari pelaksanaan rapat sebagai berikut : 

Selain adanya upaya pencegahan konflik seperti RA Timdu, perlu juga dipikirkan tahapan penghentian dan pemulihan konflik jika sewaktu-waktu meletusnya konflik;

Perlu adanya sinergitas antar instansi dalam penanganan konflik;

Diharapkan penyuluhan hukum yang ada pada RA timdu dilaksanakan di daerah yang sering terjadi konflik  di daerah.

OPD dan instansi yang terlibat dalam timdu berkomintmen untuk melengkapi data dukung Rencana Aksi (RA) pada periode pelaporan B04 (bulan Januari-April) berdasarkan penanggungjawab pada masing-masing rencana aksi.
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pelaporan B08 tanggal 27 Agustus 2018

Dengan adanya rapat ini diharapkan intansi yang terlibat dapat menyusun dan menyampaikan data dukung RA pada periode pelaporan B08 ini (bulan Mei - Agustus) selengkap mungkin sesuai dengan kriteria dan tupoksi dari masing-masing instansi. Adapun hasil dari pelaksanaan rapat tersebut diantaranya :

Diharapkan kedepan sekretariat tim terpadu penanganan konflik sosial provinsi sumbar dapat menembuskan surat permintaan data dukung langsung ke personal bukan institusi karena untuk efektif dan efiensi waktu dan koordinasi;
Diharapkan dengan lengkapnya pelaporan dan tercapainya RA, tidak berbanding terbalik dengan kasus-kasus konflik yang belum terselesaikan di sumbar;
Terdapat beberapa instansi yang tidak melaksanakan kegiatan dalam penanganan konflik sosial, sehingga untuk meningkatkan capaian realisasi diharapkan untuk melengkapi laporan di periode B12 desember mendatang.
3.  Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat Pelaporan B12 tanggal 19 Desember 2018
Hasil dari pelaksanaan rapat sebagai berikut :
Diharapkan OPD provinsi sumbar dapat menterjemahkan potensi-potensi konflik yang ada di sumatera barat yang dituangkan dalam program/kegiatan sehingga mendukung terhadap rencana aksi penangana konflik di Provinsi Sumatera Barat.
Sesuai dengan komitmen, OPD dan instansi yang tergabung dalam timdu penanganan konflik sosial berupaya untuk melengkapi data dukung hingga kondisi desember, karena banyak kegiatan yang pada periode pelaporan B08 belum terlaksana sehingga akan dimaksimalkan pelaporannya pada periode pelaporan B12 ini.
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Tanggal 13 Desember 2018.

Salah satu tugas dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yaitu menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang disetiap tingkatan pemerintahan terhadap target keberhasilan rencana aksi dalam waktu/periode tertentu. Permasalahan saat ini adalah, fungsi tersebut belum terlaksana secara maksimal di tingkat Kabupaten/Kota. Maka dari itu perlu dilakukan rapat koordinasi penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 108 orang, terdiri dari 70 orang anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat dan 38 orang dari Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Output yang diharapkan dalam rapat koordinasi ini adalah agar terwujudnya sinergitas dalam tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memaksimalkan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap target keberhasilan rencana aksi penanganan konflik sosial. 

Terdapat beberapa hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam rakor tersebut :

Sesuai dengan arahan dan surat edaran Mendagri RI, untuk tahun 2019 tiap-tiap kabupaten/kota berkewajiban membentu Tim Terpadu dan menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan diharuskan melakukan pelaporan dan evaluasi oleh provinsi;

Kabupaten/Kota diharuskan menyusun Rencana Aksi Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud minimal 10 (sepuluh) rencana aksi;

Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Daerah dimaksud berdasarkan hasil pemetaan peristiwa konflik dan wilayah potensi konflik di daerah yang bersifat strategis, meliputi : pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik;

Rencana Aksi Terpadu Daerah Tahun 2019 lebih difokuskan kepada penanganan kasus-kasus konflik faktual, kerawanan sosial-politik dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan permasalahan aktual lainnya yang berpotensi konflik dan membutuhkan penanganan;

Format Rencana Aksi Terpadu Daerah disesuaikan dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan mempedomani Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Perlu memperkuat komitmen dan sinergitas bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat terutama instansi vertikal yang secara kewenangan tidak berada dibawah gubernur, hal ini sangat berperan dalam mendongkrak capain dan realisasi pelaporan penanganan konflik sosial tahun 2018 untuk periode pelaporan B12 bulan desember ini.

Dalam rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2018, terdapat periodenisasi pelaporan yang dibagi menjadi tiga yaitu B04 (Januari-April), B08 (Mei-Agustus) dan B12 (September-Desember). Setiap akhir periode pelaporan akan dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dan penginputan data dukung yang telah dilakukan olah masing-masing OPD/Instansi penanggungjawab dalam tim terpadu oleh Dirjen Polpum Kemendagri RI dan diperoleh rangking secara nasional.

PERIODE PELAPORAN B04 (JANUARI-APRIL)
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Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018 memiliki 17 Rencana Aksi.  Berdasarkan pelaporan dan penginputan data dukung ke portal pelaporan timdu di http://kesbangpol.kemendagri.go.id/sipks/rencana_aksi/ dan setelah dievaluasi oleh tim Kemendagri RI, terdapat 4 rencana aksi yang belum memenuhi target, 4 rencana aksi mendekati target, sebanyak 7 rencana aksi sesuai target dan 1 rencana aksi yang melebihi target. Berdasarkan capaian pelaporan tersebut Provinsi Sumatera Barat meraih rangking 15 se-Indonesia dengan nilai capaian 61,94%.

Permasalahan yang ditemui terkait pelaporan B04 ini adalah :

Terdapat beberapa instansi yang belum melaksanakan kegiatannya di periode pelaporan ini;

Terdapat data dukung yang tidak tepat sasaran yang disampaikan oleh beberapa OPD/instansi;

Jadwal pembukaan portal pelaporan yang terlalu pendek, berakibat upload pelaporan ke portal tidak berjalan maksimal.

PERIODE PELAPORAN B08 (MEI-AGUSTUS)
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Berdasarkan pelaporan dan penginputan data dukung ke portal pelaporan timdu dan setelah dievaluasi oleh tim Kemendagri RI, pada periode pelaporan B08 ini,  terdapat 3 rencana aksi yang belum memenuhi target, 3 rencana aksi mendekati target, sebanyak 10 rencana aksi sesuai target dan 1 rencana aksi yang melebihi target. Berdasarkan capaian pelaporan tersebut Provinsi Sumatera Barat meraih rangking 12 se-Indonesia dengan nilai capaian 80,59 %.

Permasalahan yang ditemui terkait pelaporan B08 ini adalah :

Terdapat data dukung yang tidak tepat sasaran yang disampaikan oleh beberapa OPD/instansi;

Terdapat beberapa OPD/instansi yang mengalami pergeseran jadwal kegiatan, sehingga untuk pelaporan rencana aksi pada periode B08 menjadi nihil;

Terjadinya pergeseran/mutasi personel penanggungjawab pelaporan rencana aksi pada beberapa instansi/OPD, sehingga tidak maksimalnya pelaporan RA terpadu penanganan konflik intansi/OPD tersebut.

Pengawasan dan Pencegahan Terorisme 
Aksi terorisme sudah menjadi ancaman global bagi umat manusia. Dalam rangka tindakan preventif melawan terorisme dan membangun kontra narasi, maka berbagai kelompok sosial dapat menjadi pambawa pesan strategis dalam upaya pencegahan aksi terorisme. Kelompok strategis yang dapat dilibatkan untuk melakukan kontra narasi ini meliputi tokoh masyarakat,  pemimpin agama, para mantan teroris, keluarga, korban dan orang-orang yang selamat, dan pemerintah. Dalam konteks ini, di daerah penguatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) menjadi strategis dan  Badan Kesbangpol Prov Sumbar berkedudukan sebagai sekretaris dalam forum ini.  Forum ini dibentuk untuk mengemban tugas dalam rangka deteksi, dan cegah dini serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan melawan terorisme (counter terrorism). 

Salah satu langkah strategis sebagai upaya preventif menghadang pengaruh paham ekstrim dan terorisme adalah dengan melakukan gerakan melawan narasi terorisme dengan sasaran masyarakat umum, pemberi pengaruh utama, simpatisan gagasan ekstrim dan pelaku terorisme itu sendiri. 

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh bidang kewaspadaan Badan Kesbangpol Prov Sumatera Barat pada 19 kab/kota di Sumatera Barat tahun 2018, tidak terdapat aksi terorisme di Sumbar. 

Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
Output dari kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi dengan intansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pencegahan konflik sosial. Konflik Sosial dipicu oleh berbagai hal diantaranya perbedaan persepsi masalah politik, kesenjangan ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, SARA dan isu lainnya. Dengan semakin tingginya tensi konflik yang terjadi saat ini, perlu adanya langkah – langkah kongkrit untuk meminimalisir meluasnya konflik tersebut. Oleh karena itu salah satu upaya yang sangat penting untuk dilakukan adalah  pemetaan konflik sosial. 

Pemetaan konflik merupakan salah satu teknik dari sederetan teknik dan alat dalam menganalisa dan memecahkan konflik. Melalui pemetaan konflik maka dapat diketahui secara lebih mudah dan akurat hal-hal sebagai berikut :

Identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik;

Jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik;

Berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik;

Berbagai isu yang terlibat dalam konflik;

Pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik.

Adapun pemetaan konflik memiliki beberapa tujuan yaitu untuk memahami situasi konflik secara lebih baik. Dengan menghadirkan hal-hal yang terkait dengan konflik -seperti para pihak yang terlibat dalam konflik, bagaimana relasi antara para pihak tersebut, apa yang menjadi isu yang dikonflikkan, mana atau siapa dari para pihak itu yang memiliki potensi lebih besar untuk menyelesaikan konflik.

Dengan adanya pemetaan konflik Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan tersedianya bahan evaluasi terhadap situasi dan potensi konflik yang terjadi selama tahun 2018. Sehingga akan memunculkan strategi serta bahan kebijakan pimpinan dalam penanganan konflik di wilayah Sumatera Barat. Pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 5 dengan pengkasifikasian jenis konflik :

Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;

Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antar suku, dan antar etnis;

Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;

Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha;

Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha.

Adapun Hasi Evaluasi Pemetaan Potensi Konflik Provinsi Sumatera Barat :

POTENSI KONFLIK EKOPOLSOSBUD

Secara kuantitas potensi konflik ini cukup mendominasi terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Kecederungan terjadi pada daerah yang memiliki tingkat keheterogenan dan kemajemukan masyarakat yang tinggi seperti daerah dengan masyarakat pendatangnya lebih banyak dari jumlah penduduk aslinya. Daerah yang menonjol memiliki potensi konflik bidang ekopolsosbud ini selama tahun 2018 diantaranya (urutan 5 besar berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): 

Kabupaten Tanah Datar;

Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Kota Sawahlunto;

Kota Bukittinggi;

Kabupaten Pasaman Barat.

POTENSI KONFLIK SDA/LAHAN

Permasalahan SDA/lahan masih menjadi permasalahan utama potensi konflik terjadi di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018. potensi konflik terjadi lebih disebabkan permasalahan status kepemilikan lahan, kontribusi/bagi hasil perkebunan/pertambangan, dan permasalahan dampak lingkungan lainnya akibat pengelolaan SDA. Daerah yang menonjol memiliki potensi konflik SDA/lahan ini selama tahun 2018 diantaranya (urutan 5 besar berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): 

Kabupaten Pasaman Barat;

Kabupaten Pesisir Selatan;

Kabupaten Solok Selatan;

Kabupaten Solok;

Kabupaten Padang Pariaman.

POTENSI KONFLIK DISTRIBUSI SDA

Permasalahan distribusi SDA erat kaitan dengan sumber-sumber daya alam yang dikelola namun belum memberikan kontribusi dan manfaat terutama kepada masyarakat sekitar SDA tersebut. Hal tersebut merupakan pemasalahan utama yang kerap memicu potensi konflik distribusi SDA yang terjadi dibeberapa daerah di Sumatera Barat. Daerah yang menonjol memiliki potensi konflik distribusi SDA selama tahun 2018 diantaranya (urutan berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): 

Kabupaten Agam;

Kabupaten Solok;

Kabupaten Pasaman Barat;

POTENSI KONFLIK BATAS WILAYAH

Munculnya potensi konflik batas wilayah di Sumatera Barat cenderung disebabkan adanya potensi SDA atau objek bernilai ekonomi berada diantara dua daerah yang memiliki perbatasan (antar nagari, kecamatan atau kabupaten). Penyelesaian permasalahan batas wilayah antar nagari ataupun kecamatan dapat diselesaiakan ditingkat kabupaten/kota atau menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten/kota. Penyelesaian permasalahan batas wilayah antar kabupaten/kota menjadi kewenganannya pemerintah provinsi. Adapun daerah yang menonjol memiliki potensi konflik batas wilayah selama tahun 2018 diantaranya (urutan berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): 

Kabupaten Tanah Datar;

Kabupaten Solok;

Kabupaten Solok Selatan;

Kota Sawahlunto;

Kabupaten Sijunjung.

POTENSI KONFLIK SARA

Beragam motif yang menjadi penyebab munculnya permasalahan SARA di Sumatera Barat selama tahun 2018, diantaranya izin pembangunan rumah ibadah, aktivitas penganut aliran sesat, dan larangan pelaksanaan ibadah. Permasalahan SARA dinilai sangat sensitif dan rentan untuk pecah menjadi konflik komunal bila tidak segera dilakukan upaya deteksi dan cegah dini. Langkah antisipasi dapat dilakukan dengan menemukan segera solusi pemecahan masalahnya melalui pendekatan win-win solution. Adapun daerah yang menonjol memiliki potensi konflik SARA selama tahun 2018 diantaranya (urutan berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): 

Kabupaten Pasaman Barat;

Kabupaten Solok Selatan;

Kabupaten Pesisir Selatan;

Kota Bukittinggi;

Kabupaten Sijunjung.

Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
Output dari kegiatan ini adalah terdatanya kelompok yang menjalankan aktivitas keagamaan yang menyimpang dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang aliran kepercayaan yang menyimpang di tengah masyarakat. Pada tahun 2018, Badan Kesbangpol telah melakukan pemantauan di kab/kota di Sumbar terkait aliran kepercayaan masyarakat yang ada di daerah dengan berkoordinasi dengan Badan Koor​di​nasi Pengawasan Aliran Ke​per​cayaan Masyarakat (Ba​kor​pakem) Sumbar. Berdasarkan pemantauan dan koordinasi dengan aparatur pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, diperoleh hasil sebagai berikut :

Ada 18 Aliran Sesat yakni  Aliran yang dilarang tersebut adalah Jamiyatul Islamiyah, Jamaah Ah​madiyah Indonesia (JAI) Cabang Padang, Ajaran Jamaah Keimanan, Ajaran Al Qiyadah Al-Islamiyah Cabang Padang (kemudian di​yakini berkembang menjadi Ga​fatar), Ajaran At​tazkir, Tarekat Khasatariyah, Ajaran Yamisah, Ajaran Al Qi​yadah Al- Islamiyah Cabang Pesisir Selatan, Pengajian Abdul Karim Jamak, Al-Jamaah Quran dan Hadist, Ajaran Payung Tigo Sakaki, Ah​madiyah Tanah Datar, Ajaran Zaini Datuak Ra​ng​kayo Besar, Ajaran Kerajaan Islam Inter​nasional, Rukun 13, Islam Jama​ah, Buya Zed, dan Tarekat Naq​sabandiyah Al-Khalidiyah (Dermoga).
Aliran yang dibawah pengaawasan yakni Naqsabandiyah, Ajaran Per​kum​pulan Siswa-siswa Alkitab Saksi-saksi Yehova, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Cabang Padang, Tauhid Centre, LDII Batusangkar Tanah Datar dan Yayasan Kharisma Usada Mustika (Yakum).
Aliran yang tidak ditemukan lagi yakni Baha’i, Ajaran Agama Allah dan Inkarussunnah, Ajaran Ilmu Sejati dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Padang Aro.
Akti​fitas Gerakan Fajar Nu​san​tara (Gafatar) dinyatakan sudah tidak aktif di Sumbar.
Sedangkan untuk Ahmadiyah masih beraktifitas tetapi tidak boleh menyebarkan keyakinan dan ini langsung dibawah pengawasan Bakopakem Sumatera Barat.
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme,atau lainnya)

Pada Pasal 1 UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Di Sumatera Barat, pada tahun 2018, terjadi 2 konflik sosial di Sumatera Barat dengan rangkuman sebagai berikut :

Konflik antar aparat Kepolisian Resor (Polres) Pasaman dengan masyarakat Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. 

Konflik dipicu adanya kegiatan tambang emas oleh PT Inexo Jaya Mandiri (IJM). Berawal dari adanya penolakan warga terhadap kendaraan pembawa semen menuju lokasi tambang yang diduga untuk membangun basecamp dilokasi tambang, yang dikawal oleh Polres Pasaman. Warga melakukan penghadangan dan penghentian terhadap kendaraan aparat kepolisian sehingga aparat mengamankan puluhan orang. Tak berhenti disitu, sekitar 100 massa juga melakukan pembakaran terhadap basecamp dan kendaraan aparat kepolisian, serta memutus badan jalan di daerah tersebut. Kejadian ini berlanjut ke ranah hukum yang berujung dengan penahanan terhadap 5 warga Simpang Tonang. Hingga saat ini, pemerintah setempat bersama pemerintah propinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk melakukan upaya pemulihan pasca konflik.

Konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) oleh PT Hitay Daya Energi (HDE) di Gunung Talang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Salingka Gunung Talang yang sejak awal telah melakukan aksi aksi penolakan terhadap rencana pembangunan geothermal tersebut, dengan pemerintah kabupaten Solok, kepolisian resor (Polres) Arosuka, serta PT HDE. Pada tahun 2017, masyarakat setempat melakukan aksi anarkis berupa pengrusakan 1 unit kendaraan milik PT HDE yang tengah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan. Akibat pengrusakan tersebut, vonis hakim dijatuhkan pada tersangka pelaku pengrusakan. Pada Maret 2018, masyarakat kembali melakukan penghadangan terhadap rombongan pemkab Solok dan PT HDE yang melakukan peninjauan ke lokasi. Masyarakat melakukan aksi penyerangan terhadap aparat kepolisian yang ikut serta dalam peninjauan tersebut. Pemerintah setempat terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat nagari Salingka terkait pembangunan geothermal dimaksud sehingga saat ini kondisi telah relatif kondusif.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

SKPD yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat per Desember 2018 berjumlah 45 orang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

	NO
	NAMA PANGKAT
	GOLONGAN
	RUANG
	JUMLAH

	GOLONGAN IV

	1
	Pembina Utama 
	IV
	E
	

	2
	Pembina Utama Madya
	IV
	D
	

	3
	Pembina Utama Muda
	IV
	C
	

	4
	Pembina Tingkat I
	IV
	B
	6

	5
	Pembina
	IV
	A
	5

	GOLONGAN III

	1
	Penata Tingkat I
	III
	D
	12

	2
	Penata
	III
	C
	3

	3
	Penata Muda Tingkat I
	III
	B
	13

	4
	Penata Muda
	III
	A
	4

	GOLONGAN II

	1
	Pengatur Tingkat I
	II
	D
	

	2
	Pengatur
	II
	C
	2

	3
	Pengatur Muda Tingkat I
	II
	B
	3

	4
	Pengatur Muda
	II
	A
	3

	GOLONGAN I

	1
	Juru Tingkat I
	I
	D
	-

	2
	Juru
	I
	C
	-

	3
	Juru Muda Tingkat I
	I
	B
	-

	4
	Juru Muda
	I
	A
	-

	TOTAL
	51


Sumber dan Jumlah Anggaran

Penanggulangan dan Kendalanya

Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Permasalahan dan Solusi 
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Input

:  Dana (Rp. 58.000.000)

Output

:  Verifikasi berkas partai politik yang mengajukan bantuan keuangan

                                       sebanyak  11 partai politik
Outcome

: Terlaksananya verifikasi berkas partai politik yang mengajukan 

                                       bantuan keuangan 
Realisasi fisik
:  100%

Realisasi keu
: Rp. 57.173.955 (98,58%)

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah menfasilitasi pemberian bantuan dana tersebut, dengan mengadakan penelitian terhadap pengajuan bantuan oleh Partai Politik, agar tercipta administrasi pengelolaan bantuan yang transparan dan akuntabel, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-277-2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 telah dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, dimana tugas tim tersebut adalah sebagai berikut :

Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

Membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, yang merupakan hasil Keputusan Sidang Tim.

Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2016 ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-1058-2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 200-277-20016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan pada tanggal 23 Desember 2016 ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 200-1396-2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-277-2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, menyampaikan laporan dan bertangggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu Tahun 2014 sebanyak Rp.1.589.390.750 sesuai dengan yang tertera pada Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. 

	NO
	PARTAI POLITIK
	KURSI
	SUARA SAH
	JUMLAH BANTUAN

	1
	PARTAI GOLONGAN KARYA
	9
	376.329
	Rp. 252.140.430

	2
	PARTAI DEMOKRAT
	8
	284.664
	Rp. 190.724.880

	3
	PARTAI GERINDRA
	8
	267.989
	Rp. 179.552.630

	4
	PARTAI AMANAT NASIONAL
	8
	230.431
	Rp. 154.388.770

	5
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
	8
	223.287
	Rp. 149.602.290

	6
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
	7
	237.488
	Rp. 159.116.960

	7
	PARTAI NASDEM
	6
	180.027
	Rp. 120.618.090

	8
	PDI PERJUANGAN
	4
	182.992
	Rp. 122.604.640

	9
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
	5
	171.253
	Rp. 114.739.510

	10
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
	1
	113.418
	Rp   75.990.060

	11
	PARTAI BULAN490 BINTANG
	1
	104.347
	Rp.  69.912.490

	
	JUMLAH
	65
	2.372.225
	Rp.1.589.390.750


Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada
Input

: Dana (Rp. 200.000.000)

Output

: Terlaksanannya koordinasi dan pemantauan  pelaksanaan tahapan

                                       Pemilukada 

Outcome

: Terlaksananya pemilukada berjalan aman, tertib dan lancar di 

                                       Sumbar

Realisasi Fisik
 : 100 %

Raalisasi Keuangan
 : 195.478.735  (97,74%)
Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu dukungan Pemerintah Daerah. Untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah langkah dan antisipasi mengenai keadaan penyelenggaraan pemerintahan, politik, keamanan, dan memberikan fasilitasi pada tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang akan melaksanakannya adalah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan harapan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam suasana aman, tertib dan lancar.

Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini adalah dalam rangka melakukan fasilitasi, koordinasi dan pemantauan terhadap kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini adalah, agar pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka kelancaran pelaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, yaitu :

Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payalumbuh Tahun 2017, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan, yang terdiri dari :

	NO
	KECAMATAN
	PPS
	TPS

	1.
	Lamposi Tigo Nagari
	6
	16

	2.
	Payakumbuh Barat
	18
	81

	3.
	Payakumbuh Selatan
	6
	20

	4.
	Payakumbuh Timur
	9
	43

	5.
	Payakumbuh Utara
	9
	50

	
	JUMLAH
	48
	210


Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada tanggal 2 November 2016, KPU Kota Payakumbuh telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

	NO
	KECAMATAN
	DPS
	JUMLAH

	
	
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	

	1.
	Lamposi Tigo Nagari
	3.443
	3.462
	6.905

	2.
	Payakumbuh Barat
	16.238
	16.948
	33.186

	3.
	Payakumbuh Selatan
	3.534
	3.645
	7.179

	4.
	Payakumbuh Timur
	8.494
	9.128
	17.622

	5.
	Payakumbuh Utara
	9.996
	10.231
	20.227

	
	JUMLAH
	41.705
	43.414
	85.119


Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap.

Pada tanggal 6 Desember 2016, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 103/BA/XII/2016 tentang Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dengan hasil sebagai berikut :

	NO
	KECAMATAN
	DPT
	JUMLAH

	
	
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	

	1.
	Lamposi Tigo Nagari
	16.054
	16.766
	32.820

	2.
	Payakumbuh Barat
	9.908
	10.159
	20.067

	3.
	Payakumbuh Selatan
	8.395
	9.045
	17.440

	4.
	Payakumbuh Timur
	3.509
	3.637
	7.146

	5.
	Payakumbuh Utara
	3.415
	3.441
	6.856

	
	JUMLAH
	41.281
	43.048
	84.329


3.   Pencalonan

Pengumunan dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal  6 s.d 12 Agustus 2016.

Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 21 s.d 23 September 2017.

Adapun pasangan calon perseorangan dan Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, adalah :

	NO 
	PASANGAN CALON
	PENGUSUNG

	1
	Suwandel Muchtar

Fitrial Bahri
	PDI Perjuangan

Partai Demokrat

Partai Golkar

Partai Amanat Nasiona

Partai Hanura

	2.
	Riza Pahlevi

Erwin Yunas
	Partai Keadilan Sejahtera

Partai Bulan Bintang

Partai NasDem

Partai Gerindra

	3.
	Wendra Yunaldi

Ennaidi 
	Perseorangan

9.040 KTP


Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, KPU Kota Payakumbuh telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Dan pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Walikota Payakumbuh Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

	NO 
	PASANGAN CALON
	PENGUSUNG

	1.
	Wendra Yunaldi

Ennaidi 
	Perseorangan

9.040 KTP

	2.
	Riza Pahlevi

Erwin Yunas
	Partai Keadilan Sejahtera

Partai Bulan Bintang

Partai NasDem

Partai Gerindra

	3
	Suwandel Muchtar

Fitrial Bahri
	PDI Perjuangan

Partai Demokrat

Partai Golkar

Partai Amanat Nasiona

Partai Hanura


Kampanye

Pelaksanaan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.

Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Februari 2017.

Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 15 Februari 2016, akan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Partisipasi Pemilih

Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pelaksanaan dan Pengucapan Sumpah/Janji.

Dalam rangka kelancaran pelaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, yaitu :

Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan, yang terdiri dari :

	NO
	KECAMATAN
	PPS
	TPS

	1.
	Pagai Utara
	3
	21

	2.
	Sipora Selatan
	7
	29

	3.
	Siberut Selatan
	5
	18

	4.
	Siberut Utara
	6
	21

	5.
	Siberut Barat
	3
	18

	6.
	Siberut Barat Daya
	3
	17

	7.
	Siberut Tengah
	3
	18

	8.
	Sipora Utara
	6
	21

	9.
	Sikakap
	3
	33

	10.
	Pagai Utara
	4
	32

	
	JUMLAH
	43
	228


Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada tanggal 2 November 2016, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

	NO
	KECAMATAN
	DPS
	JUMLAH

	
	
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	

	1.
	Pagai Utara
	2.078
	1.858
	3.936

	2.
	Sipora Selatan
	3.454
	3.220
	6.674

	3.
	Siberut Selatan
	3.200
	3.001
	6.201

	4.
	Siberut Utara
	2.807
	2.579
	5.386

	5.
	Siberut Barat
	2.464
	2.120
	4.584

	6.
	Siberut Barat Daya
	2.231
	1.912
	4.143

	7.
	Siberut Tengah
	2.313
	2.163
	4.476

	8.
	Sipora Utara
	3.635
	3.463
	7.098

	9.
	Sikakap
	3.555
	3.213
	6.768

	10.
	Pagai Utara
	3.421
	3.014
	6.435

	
	JUMLAH
	29.158
	26.543
	55.701


Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap.

Pada tanggal 7 Desember 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

	NO
	KECAMATAN
	DPT
	JUMLAH

	
	
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	

	1.
	Pagai Utara
	2.012
	1.796
	3.808

	2.
	Sipora Selatan
	3.343
	3.125
	6.468

	3.
	Siberut Selatan
	3.279
	3.102
	6.381

	4.
	Siberut Utara
	2.446
	2.182
	4.628

	5.
	Siberut Barat
	1.982
	1.606
	3.588

	6.
	Siberut Barat Daya
	2.309
	2.062
	4.371

	7.
	Siberut Tengah
	2.301
	2.157
	4.458

	8.
	Sipora Utara
	3.624
	3.460
	7.084

	9.
	Sikakap
	3.388
	3.080
	6.468

	10.
	Pagai Utara
	3.335
	2.968
	6.303

	
	JUMLAH
	28.019
	25.538
	53.557


Pencalonan

Pengumunan dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal  6 s.d 12 Agustus 2016.

Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 21 s.d 23 September 2017.

Adapun pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, adalah :

	NO 
	PASANGAN CALON
	PENGUSUNG

	1
	Yudas Sabagalet, SE, MM

Kortanius Sabeleake., S.Pt
	Partai Golkar

Partai Nasdem

PDI Perjuangan

Partai Amanat Nasional

Partai Gerindra

	2.
	Rijal Samoloisa

Binsar Saleleubaja
	Partai Hanura

Partai Demokrat


Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017. Dan pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

	NO 
	PASANGAN CALON
	PENGUSUNG

	1
	Yudas Sabagalet, SE, MM

Kortanius Sabeleake., S.Pt
	Partai Golkar

Partai Nasdem

PDI Perjuangan

Partai Amanat Nasional

Partai Gerindra

	2.
	Rijal Samoloisa

Binsar Saleleubaja
	Partai Hanura

Partai Demokrat


Kampanye

Pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017 dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Februari 2017.

Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 15 Februari 2016, akan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017.

Partisipasi Pemilih

Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pelaksanaan dan Pengucapan Sumpah/Janji.

Permasalahan dan Solusi :
Permasalahan menonjol yang terjadi di Sumatera Barat selama tahun 2016 serta solusinya adalah sebagai berikut :

Masih tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Barat yang merambah ke seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga dapat mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masa yang akan datang. 

Masih banyak konflik sosial terjadi di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat sehingga Pemerintah Daerah perlu mamberdayakan forum-forum yang ada seperti FKUB, FKDM, Kominda dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah bekerjasama dengan tokoh Masyarakat,Tokoh Adat, Tokoh Agama,Tokoh Pemuda dan Bundo Kanduang dalam menyingkapi berbagai permasalahan yang ada di tengah tengah Masyarakat.

Pembinaan Batas Wilayah (Nihil)

Kebijakan dan Kegiatan (Nihil)

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (Nihil)

Permasalahan dan Solusi (Nihil)

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya (Nihil)

Status Bencana (Nihil)

Sumber dan Jumlah Anggaran (Nihil)

Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana (Nihil)

Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi (Nihil)

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya): 

Pada Pasal 1 UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Di Sumatera Barat, pada tahun 2016, tidak terjadi konflik berbasis SARA, anarkisme atau separatisme, namun ada beberapa kasus yang sifatnya hanya sebatas potensi konflik. Pemerintah Daerah membangun system peringatan dini  untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik. Berikut ini gambaran peta potensi konflik agama di Sumbar :

Penolakan warga Desa Maha Karya, Simpang Empat, Kec.Kinali terhadap aktivitas jemaah gereja Katolik di Jorong Tanjung Basung, Nagari Sungai Buluh,Kec.Batang Anai yang akan mendirikan gereja (Pasaman Barat)

Penolakan keberadaan warga Nias di kaki Gunung Pasaman Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kec.Luhak Nan Duo, terkait pelanggaran adat dan etika, serta dikaitkan dnegan keabsahan KTP, warga Nias, ISU SARA & Pilkada 2010. Hal itu karena  mayoritas suku Nias beragama Kristen (Pasaman Barat)

Aktivitas Kelompok Gereja Bathel Indonesia (GBI) yang mendapatkan pertentangan dan reaksi keras dari masyarakat (Bukittinggi)

Potensi Perkembangan aliran RAKA pada Pengajian di daerah Pandai Sikek, (Pesantren H.Miskin Nagari Pandai Sikek, kec X Koto, Kab.Tanah Datar) serta pengajian di Masjid Jamik Ludai. Terkait penangkapan Bakti Rasnah yang merupakan warga setempat (Kab.Tanah Datar).

Kontroversi buku “Bertamu di Rumah-Nya” oleh pengarang Syaiful Karim, diterbitkan Pustaka Madani tahun 2006, yang beredar sejak tahun 2009. Hal ini terkait adanya materi buku tersebut pada halaman 36, yang tidak sesuai dengan Alquran & Hadits. 

Tuntuan Pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) oleh Ormas Islam Sumbar yang hingga saat ini belum juga terealisasi (Kota Padang)

SKPD yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum :

SKPD yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat per Desember 2016 berjumlah 51 orang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

	NO
	NAMA PANGKAT
	GOLONGAN
	RUANG
	JUMLAH

	GOLONGAN IV

	1
	Pembina Utama 
	IV
	E
	

	2
	Pembina Utama Madya
	IV
	D
	

	3
	Pembina Utama Muda
	IV
	C
	

	4
	Pembina Tingkat I
	IV
	B
	6

	5
	Pembina
	IV
	A
	5

	GOLONGAN III

	1
	Penata Tingkat I
	III
	D
	12

	2
	Penata
	III
	C
	3

	3
	Penata Muda Tingkat I
	III
	B
	13

	4
	Penata Muda
	III
	A
	4

	GOLONGAN II

	1
	Pengatur Tingkat I
	II
	D
	

	2
	Pengatur
	II
	C
	2

	3
	Pengatur Muda Tingkat I
	II
	B
	3

	4
	Pengatur Muda
	II
	A
	3

	GOLONGAN I

	1
	Juru Tingkat I
	I
	D
	-

	2
	Juru
	I
	C
	-

	3
	Juru Muda Tingkat I
	I
	B
	-

	4
	Juru Muda
	I
	A
	-

	TOTAL
	51


Sumber dan Jumlah Anggaran 

Pada tahun anggaran 2016, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.9.466.607.115 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.4.565.607.115 dan belanja langsung sebesar Rp.4.901.000.000. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2016 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.284.376.712 (93,84%) sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 4.517.255.189 (92,17%). Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2016 sebesar Rp.8.801.631.901 tau 92,98%. 

Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban, maka disusun program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Kesbangpol sebagai berikut : 

	Program/Kegiatan

	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

	Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol

	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

	Sosialisasi SKB3 Menteri dan Keputusan Gubernur No.17/2111 tentang larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia

	Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah

	Monitoring dan Pemantauan Orang Asing

	Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah

	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Rekomendasi/Ijin Penelitian

	Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

	Rapat Koordinasi Ketahanaan Ekonomi dan Sosial Budaya

	Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah

	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

	Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

	Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan

	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa

	Pemeliharaan Kerukunan Umat dan Pemberdayaan FKUB

	Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wasbang

	Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

	Penguatan Wawasan Bela Negara

	Seminar Bela Negara

	Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI

	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

	Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat

	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

	Fasilitasi Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III, IV di Lingkungan Pemprov Sumbar

	Program Pendidikan Politik Masyarakat

	Forkomkon Jajaran Kesbang Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

	Monitoring dan Evaluasi Program serta Rapat Kerja Bidang Kesbangpol

	Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

	Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

	Sosialisasi dan Pembinaan Ormas

	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik

	Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat

	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada


Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan 
Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban, koordinasi dan pelibatan instansi terkait selalu dilakukan, sehingga penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat instansi terkait. 
Padang,         Desember 2016

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA
NAZWIR,SH,M.HUM

                                                                Pembina Utama Muda

                                                                Nip.19641111 199003 1 008

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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